[ SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN

Menimbang

Mengingat

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program

[a—

jaminan kesehatan terhadap pemberian tambahan penghasilan
perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263},

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),




10.

11.

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5133);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3093);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1273);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 061-5449 Tahun 2019
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 16});

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur dan Tugas Bagi Jabatan Pelaksana pada Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bell tung Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur (Berita Dacrah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020
Nomor 3);



Menetapkan

18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagai Pegawai
Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagai Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Bagai Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

PNS yang diberikan TPP tidak diperkenankan menerima
honorarium terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, kecuali:

a. honorarium PA/KPA;

b. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Pengawas Lapangan,



St »
O

honorarium Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan
jasa;

honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
honorarium asisten teknis;

honorarium narasumber diklat/bimtek/sosialisasi/
seminar /workshop;

honorarium jam pimpinan kegiatan diklat/bimtek;
honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan
sebagai bendahara;

honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan
sebagai pengurus barang;

honorarium lintas sektor;

honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dan
Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

honorarium Tim dan Sekretariat Sapu Bersih Pungutan Liar
(Saber Pungli);

uang lembur;

uang piket petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja;

honorarium Tim Pengolahan dan Harmonisasi Konsepsi
Produk Hukum Daerah; dan

honorarium Tim Kuasa Hukum dan Sekretariat Tim Kuasa
Hukum Pemerintah Daerah Beracara di Pengadilan.

. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

PNS yang mendapatkan TPP dilakukan pemotongan iuran

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan

besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 352
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FORMAT DAFTAR PENGHITUNGAN TPP

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TiMUR
NOMOR 32! TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA

CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

NEOERI SIPIL.

FD
Bulan
Kode
Rekening
Jumlah luran BPJS
No | N NIP Nama Kelas Nilai Jumlah Pemotongan | TPP Setelah | Kesehatan PPh Jumlah No.
a2 ey Jabatan | Jabatan | Jabatan TPP Pasal 10 dan | Pemotongan 1% 4% Bersih | Rekening
Pasal 11
g 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 1r 12=8-9-11 13
I
2.
LN s
PA/KPA Bendahara Pengeluaran MGREPEE, o cosmenmmonmmirnncomnsmmensy
Pengadministrasi Keuangan,
MR, covavinmvmnisamsisa i IR s st S B A A TR cravennisas s RS T S N R s SABEeR

\ r ‘,‘!
\ % ~SUHARMAN, SH.

R:{o750551 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
YUSLIH THZA




